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I mplementasi Program Nasional Pember dayaan M asyar akat
Mandiri (PNPM) Mandiri Di desa Pulau Sapi Kecamatan
Mentarang I nduk Kabupaten Malinau

L.aAlam Taufan !

Abstrak
Implementas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (
PNPM ) Mandiri Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten
Malinau. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini  adalah:
1.Bagaimanalmplementass Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri ( PNPM ) Mandiri Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk
Kabupaten Malinau.2. Apasajafaktor-faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM )
Mandiri Di desa Pulau Sapi Kecamatan mentarang Induk Kabupaten Malinau.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini ditinjau dari fokus penelitian yaitu
pel aksanaan bidang lingkungan, dan bidang sosial sudah terlaksana dengan baik.
maka diperoleh kesmpulan dari hasl penelitian yang ditinjau dari fokus
penelitian yang ada, diperoleh bahwa implementass program nasional
pember dayaan masyarakat mandiri sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Implementas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri

Pendahuluan

Salah satu amanat penting yang menjadi tugas aegabagaimana
termaktub dalam pembukaan UUD 1945, adalah memajldesejahteraan
umum. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah tenenerus mengeluarkan
berbagai kebijakan dan program pembangunan khususamg memihak kepada
masyarakat melalui kebijakan dan program pembeetagaasyarakat.

Sebagaimana dikemukakan pada penjelasan sebelumbghwa
desentralisasi (otonomi daerah) bertujuan melimpahksebagian besar
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menkagkgtelayanan publik,
serta kesejahteraan publik makin terjamin. Sel&in otonomi daerah secara
filosofi dimaksudkan untuk pencapaian pemerataankdadilan, demokratisasi,
menghargai nilai- nilai budaya lokal, memperhatikapotensi dan
keanekaragaman daerah.

Sebagaimana dikemukakan pada penjelasan sebelumbghwa
desentralisasi (otonomi daerah) bertujuan melimpahksebagian besar
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kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menkagkatelayanan publik,

serta kesejahteraan publik makin terjamin. Sel&n otonomi daerah secara
filosofi dimaksudkan untuk pencapaian pemerataankdadilan, demokratisasi,
menghargai nilai- nilai budaya lokal, memperhatikapotensi dan

keanekaragaman daerah.

Isu kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat adatahkin besarnya
jumlah penduduk miskin. Dengan jumlah penduduk mislang masih banyak,
ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, d#idakmampuan untuk
menyampaikan aspirasi yang pada gilirannya, kongisebut mengakibatkan
tingginya beban sosial ekonomi masyarakat, rendakoglitas dan produktivitas
sumber daya manusia, rendahnya partisipasi aktifsyarakat sehingga
dibutuhkan kebijakan dalam penanggulangan kemiekina

Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan naksyaftermasuk
pemberdayaan masyarakat miskin) harus difokuskada pseluruh aspek
kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyadakatn aspek ekonomi,
aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek limghn serta pemantapan
penyelenggaraan pemerintahan sebagai jajaran peatem terdepan dalam
upaya pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemenmgadeluarkan kebijakan
dalam penanggulangan kemiskinan melalui ProgramioNals Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Didalam pelaksaan PNPM Mandiri
tahun 2007, yang berdasarkan Keputusan Menteri dmator Bidang
Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim KoordinasaRggulangan Kemiskinan
No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman UmuProgram
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mgnd

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanismepaya
penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsuyarnasat, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dafuaseva Melalui
pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kelnan masyarakat, terutama
masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan seaimggreka bukan obyek
melainkan subyek dalam upaya penanggulangan kerarskiDari uraian latar
belakang masalah tersebut dan dari situasi initatgymenarik perhatian penulis
untuk mengadakan penelitian dan mengangkat perat@saltersebut kedalam
sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul temgentasi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Des® Pulau Sapi
Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau®.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pemeiiti;adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdajasyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri)Jdalam memberdayakan masyarakat di Desa Pulau
Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau?
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2. faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam petelen Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mgandi Desa
Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Induk Kabupatennislali

Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik
Kata policy secara etimilogis berasal dari kata polos dalahasea yunani
(greek) berarti negara atau kota. Dalam bahasa latinblaérmenjadi polotia yang
berarti negara, sedangkan dalam bahasa ingris (enddle english) menjadi
policie yang berkaitan dengan urusan administrasi peradant
Menurut James Anderson dalam Budi Winarno (20Q7:Ekdalah
“merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud dintetapkan oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengategu smasalah atau suatu
persoalan”,
Definisi lain menurut Dye dalam Leo Agustino(2006kebijakan publik
adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk g¢ifken atau tidak dikerjakan.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijallalah keputusan
yang dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenarigk memecahkan
masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan aragat, tujuan itu akan
terwujudkan jika ada faktor-faktor pendukumgp(it).
Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakdik penurut William
Dunn dalam Budi Winarno (2007:3) adalah sebagakbier
1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkesalah pada
agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sagkalis sementara
lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan unekgatasi masalah.
Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat p&in eksekutif,
keputusan peradilan dan tindakan legislative.
3. Adopsi kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukung#ari mayoritas
legislatif, konsensus diantara direktur lembaga &&putusan peradilan.
4. Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh-umnit
administrasi yang memobilisasi sumberdaya finargial manusia.
5. Evaluasi Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemdrartamenentukan
apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan jparadmemenuhi
persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebigdarmpencapaian
tujuan.
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Pengertian | mplementasi Kebijakan

Kajian teori implementasi kebijakan diawali daria@d Theory yaitu Teori
Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Rosenbicand Kravchuk (2005 :
140) yang menyatakan bahwa Administrasi Publik adathe action of
government, the means by which the purposes ants gdagovernment are
realized. Rosenbloomand Kravchuk (2005:5) menjalaskore function dari
administrasi publik yaitu organization; structunedaprocess, public personnel
administration and collective bargaining, budgetengd finance dan decision
making.Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakawaamplementasi kebijakan
(yang merupakan bagian dari tahapan pada pros@akab publik) merupakan
salah satu kajian penting yang dipelajari dalanulfaministrasi Publik.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan @dna di atas,
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatuakagiatau usaha yang
dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harakeam @memperoleh suatu hasil
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari slafakan itu sendiri.

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senartadia di tengah-
tengah masyarakat, khususnya di negara-negara nhleakg. Kemiskinan
senantiasa menarik perhatian berbagai kalanganalsaittemisi maupun praktisi.
Berbagai teori, konsep terus berkembang untuk rbakymasalah kemiskinan.
Konsep kemiskinan bersifat multi dimensional, dta@hena itu cara pandang yang
digunakan oleh para ahli untuk melihat persoalanigenan meliputi beberapa
aspek dari kemiskinan. Menurut SMERO dalam Suha(&905:132),
menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki berbagai eintara lain:
a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dgsengan, sandang,

dan papan).

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup deasanya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi).

c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadawgstasi untuk pendidikan
dan keluarga).

d. Kerentanan terhadap golongan yang bersifatichagy maupun missal.
e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia darbké&isan sumber alam.
f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyatak

g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mpateaharian yang
berkesinambungan.

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacatfiaipun mental.
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i. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan s¢eeak terlantar, wanita
korban tindak kekerasan rumah tangga, janda mikklompok marjinal dan
te rpencil.

Dari pendapat di atas dapat ditarik suatu pemahamahmwa persoalan
kemiskinan sesungguhnya selalu terkait dengan taren dan ketidakberdayaan.
Berbicara mengenai kerentanan yang ada pada orsk@nrhiasanya disebabkan
karena orang miskin dihadapkan pada kondisi yanmte Orang miskin tidak
memiliki daya kemampuan yang cukup di banyak bidadgng yang miskin
secara ekonomi dibarengi oleh kemiskinan dalam idéwoh, sedikit wawasan,
tidak berdaya, dan tidak memiliki kekuasaan. Lenyahsistem pertahanan
ekonomi telah mempengaruhi ketahanan dibanyak gidaengan demikian jika
mendapatkan permasalahan ekonomi, Sudah pastinaé&agalami kesulitan dan
jatuh. Kemudian berbicara mengenai ketidakberdaya@mg yang miskin tidak
memiliki daya atau kemampuan yang cukup.

Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah spEdses
pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarak#t imt terlibat dalam
berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah.
Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatag dapat dilakukan
yaitu :
1. Mobilisasi Community mobilization)
2. Partisipasi Masyarakat (Community participation)
3. Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community develiof)m
Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pa@atujuan pemberdayaan,
yaitu :
1. Melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan skeran, yang
dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kelarasgang dikenal
sebagai pemberdayaan politik masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri
(Pedoman umum PNPM Mandiri (2007:14), tujuan ckadaya program
nasional pemberdayaan masyarakat mandiri PNPM Mayadiu dibagi menjadi
dua, tujuan umum dan tujuan khusus antara lain:
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjganaksit miskin secara
mandiri.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakatmdsuk masyarakat
miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpedan kelompok
masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpikaygike dalam proses
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

929



eJournal Administrasi Negara, 2013: 925-938

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakaity ymengakar,
representatif, dan akuntabel.

c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam mekdepelayanan kepada
masyarakat terutama masyarakat miskin melalui &k#r), program dan
penganggaran yang berpihak pada masyarakat mggkingoor).

d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintatratgeswasta, asosiasi,
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, s@gnmasyarakat,
dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektitkapaya-upaya
penanggulangan kemiskinan.

e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian malggrserta kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempatndaiananggulangi
kemiskinan di wilayahnya.

f.  Meningkatnya modal sosial masyarakat yang bebeng sesuai dengan
potensi sosial dan budaya serta untuk melestak&arifan lokal.

g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnotegat guna,
informasi, dan komunikasi dalam pemberdayaan makgéar

Definisi Konsepsional

Dengan demikian definisi konsepsional adalah urgemelitian yang
terpenting dan merupakan definisi yang digunakaeh olpeneliti untuk
menggambarkan secara abstrak suatu fenomena a@siadlami.

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Massarddandiri
adalah upaya yang dilakukan bertujuan untuk meakgst/meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu mauperkelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya petangkkualitas hidup,
kemandirian dan kesejahteraannya yakni dengan adapglaksanaan
pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang garantaranya adalah
bidang ekonomi dan bidang lingkungan.

METODE PENELITIAN
Jenis Pendlitian

Penelitian adalah suatu cara dalam menyelesaidatu smasalah guna
menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. Mol@@@§:6), mengemukakan
bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan keetkggta-kata, gambaran dan
bukan angka-angka. Sesuai teori diatas dan judigssklari penelitian ini adalah
penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudk agar penelitian ini dapat
menjelaskan dan menggambarkan atau mendeskrip§ikaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mgnd Dalam
memberdayakan masyarakat.
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Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskarbet#tik tolak
pada referensi diatas, maka diperoleh fokus pé&nelang penulis tetapkan agar
dapat memberikan batasan studi pada fokus penejiiag akan diteliti,

Sehingga fokus penelitian yang telah ditetapkaardalenelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masly&takeiri (PNPM
Mandiri) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarangkriabupaten
Malinau sebagai berikut:

a. Kegiatan bidang lingkungan.
- Pembangunan gedung PAUD
- Semenisasi jalan

b. kegiatan bidang ekonomi.
- Modal Bergulir.

2. Faktor- faktor pendukung dan penghambat dakalaksanaan Program

nasional pemberdayaan masyarakat mandif?{fPNlandiri).

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasbagai sumber
memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Dangertian diatas dapat dibagi
menjadi dua jenis data yang dipakai dalam penelitig antara lain :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melaluirmén dengan cara
melakukan tanya-jawab secara langsung dan diparelalunpedoman
wawancara sesuai dengan indikator-indikator yamgjeteliti.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melaloibsu informasi
antara lain melalui :

a. Dokumen-dokumen, laporan hasil evaluasi.
b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan mediasaaerta elektronik
yang relevan dengan fokus penelitian.
Dalam penelitian ini, pemilihan nara sumber dileku melalui dua
tahapan yaitu sebagai berikut :
1. Teknik Purposive Sampling
2. Teknik Aksidental Sampling

Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data untuk penelitianpganulisan skripsi ini,
maka teknik-teknik pengumpulan data dilakukan nuetal
1. Penelitian Kepustakadinbrary research)
2. Penelitian Lapangdfield work research)
Adapun untuk mengumpulkan data dilapangan digunakeknik
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Observasi,
b. Wawancara mendalam (indepth interview)
c. Dokumentasi,
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Teknik Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitiaadalah Analisis Data

Deskriptif Kualitatif, seperti yang dikemukakan lol&athew B Miles dan A.
Michael Huberman ( dalam Rohindi 2009:20engatakan bahwa analisis data
kualitatif terdiri dari beberapa komponen, antaia |
a. Pengumpulan Data
b. Reduksi Data atau Penyedehanaan Data
c. Penyajian Data atau Datasplay
d. Menarik Kesimpulan ataGonclution Drawing

Konsep Analisis Data Deskriptif Kualitatif tersebdapat digambarkan
dengan diagram sebagai berikut.

Gambar Komponen-komponen Analisis Data Model Irktgfra

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Sumber : Miles dan Huberman, dalam Rohindi (2009:20)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kondis Geografis
Desa Pulau Sapi merupakan salah satu Desa ydetpltedi wilayah

Kecamatan Mentarang Induk Kabupaten Malinau, olebals itu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalosepr pemberdayaan,
pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan atau anegkan suatu program
penanggulangan kemiskinan yang berbasiskan pemjaend&epada masyarakat
yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat imaperdesaan yang
pelaksanaannya dilakukan pada lingkup Kecamatartdveemg Induk khususnya
Desa Pulau Sapi.

Desa Pulau Sapi memiliki luas wilayah sekitar 85k#72 yang terbagi
menjadi 8 rukun tetangga dan memiliki batas-baiées/ah sebagai berikut:

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan KecamatzauB4ulu

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kecamatataheg Hulu

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatam&laBarat

Sebalah Selatan : Berbatasan dengan KecamatamaM&elatan

Letak geografis Desa Pulau Sapi adalah dataragitb@)-1000 M DPL,
Orbitrase (jarak dari pusat pemerintahan — Desak jdari pusat pemerintahan
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Kecamatan ke Desa Pulau Sapi = 1 kilometer dak jdaai ibu kota Kabupaten
ke Desa Pulau sapi = 15 kilometer.

Jumlah Penduduk
Komposisi penduduk yang ada di Desa Pulau Sapjasameterogen.

Penduduk merupakan faktor utama yang menentukdmasiedan tidaknya suatu
proses pembangunan. Oleh karena itu penduduk Héms, dikembangkan dan
diberdayakan sesuai dengan bidangnya masing-masimggga dapat menjadi
tenaga kerja yang produktif dan dapat meningkagka@mominya yang tentu akan
dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan bagilemnya. Jumlah kepala
keluarga yang ada di Desa Pulau Sapi adalah 92al&&®luarga yang tersebar
8 Rukun Tetangga (RT). Untuk mengetahui lebih jetengenai penduduk yang
ada di Desa Pulau Sapi dapat dilihat dari tabekisieini:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Pulau Sapi Tahun 2012

No Nama RT . J.enis Kelamin
Laki-laki Perempun Jumlah
1 RT. 01 118 jiwa 104 jiwa 269
2 RT. 02 102 jiwa 93 jiwa 271
3 RT. 03 101 jiwa 91 jiwa 274
4 RT. 04 106 jiwa 89 jiwa 270
5 RT. 05 113 jiwa 95 jiwa 248
6 RT. 06 97 jiwa 87 jiwa 262
7 RT. 07 111 jiwa 101 jiwa 256
8 RT. 08 109 jiwa 102 jiwa 263
jumlah 857 762 1.619

Sumber : Kantor Kecamatan Mentarang

Mata Pencaharian

Tingkat kehiduapan suatu masyarakat sangat dondaandipengaruhi
oleh tingkat perekonomian, yang pada dasarnya dgehi oleh keadaan
struktur ekonomi yang ada dalam suatu masyarakselet. Dengan demikian
tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sangatgdipgn oleh tingkat kehidupan
ekonominya, yang pada akhirnya dapat dijadikan gabacuan tentang
perkembangan ekonomi suatu daerah. Berikut ini ahdddeadaan ekonomi
masyarakat di Desa Pulau Sapi ditinjau dari sekgrp@an atau mata pencarian.
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Tabel 2 : Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahrian

No Pekerjaan Jumlah
1 | Petani 697
2 | Pegawai negeri siplil 317
3 | Nelayan 38
4 | Tenaga honor 27
5 | Pensiunan 11
Jumlah 989

Sumber : Kantor Kecamatan Mentarang
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa anaksit Desa Pulau Sapi
sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sedangkak pekerjaan lain terlihat
lebih sedikit. Dari tabel diatas dapat diketahuivwa penduduk Desa Pulau Sapi
memiliki pekerjaan dan mata percarian yang berleatkz.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Sapi sud#tup baik.
Mayoritas penduduk yang ada di Desa Pulau Sai teEengenyam pendidikan di
bangku sekolah. Akan tetapi masih ada anak yangspsgkolah dikarenakan
tidak adanya biaya untuk membayar biaya pendidikéel. tersebut menjadi
permasalahan karena peningkatan kualitas pendidi#ak hanya menjadi tugas
dan tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tamggawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat.

Pemeluk Agama

Agama dan kepercayan merupakan pegangan bagi se&apsia dalam
menjalakan segala perintahnya dan menjauhi segaadannya. Dengan agama
dan kepercayaan yang menjadi keyakinan manusia @kpat membangun dan
menguatkan sikap dan mental manusia itu senditiitiaangat dibutuhkan oleh
setiap manusia dalam mengisi pembangunan, dimamasagebagai penyaring
dan membentuk keseimbangan dalam hal pemenuhartukebu hidup dan
keseimbangan pembangunan. Dilihat dari jumlah Paagatempat ibadah yang
ada, maka di Desa Pulau Sapi terdapat 2 buah gkrejabuah masjid.

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut daipat pada tabel
berikut:

Tabel 3: Jumlah penganut agama di Desa Pulau Sapi

No Agama Jumlah
1 | Kristen protestan 1.552
2 | katolik 40
3 | Islam 27
4 | hindu -

5 | budha -
jumlah 1.619

Sumber : Kantor Kecamatan Mentarang
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Dari tabel 3 diatas, maka dapat diketdtawha masyarakat Desa Pulau
Sapi mayoritas beragama kristen protestan dengamalp 1.552 jiwa. Hal
tersebut membuktikan bahwa masyarakat yang ada Pdsa Sapi merupakan
masyarakat yang agamis. Dalam hal ini kerukunankétiarmonisan antar umat
beragama yang ada di Desa Pulau Sapi tetap satiagd, saling menghargai dan
saling menghormati.

Hasil Penedlitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas dataydag diperoleh
dari hasil penelitian yang dilakukan, sesuai dengarmasalahan yang diteliti
dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian inirpasalahan yang diukur adalah
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan MaslyMaRkdiri di Desa Pulau
Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau yangipuotel bidang
lingkungan, dan bidang ekonomi, serta faktor-fatendukung dan penghambat
dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaamfdiast Mandiri di Desa
Pulau sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten MalinaakalVberdasarkan hasil
penelitian ini penulis akan membahas sesuai dengdikator-indikator dalam
penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan

Pelaksanaan kegiatan pada bidang lingkungan yamap@t didalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Manddedzan (PNPM-MPD)
adalah meminimkan efek negatif dan memaksimumkampdé positif dari setiap
kegiatan kontruksi. Pelaksanaan kegiatan bidargkdingan ini di lakukan pada
pertengahan tahun 2010-2011 dengan menganggarkasuptan Gedung PAUD
dan semenisasi jalan. Dalam hal ini sifat kemasafaasecara langsung
memberikan dampak/manfaat secara kolektif dengarsakielalui peningkatan
kualitas lingkungan dan pendidikan lebih.

Masyarakat yang pada mulanya menjadi objek pemimamylkini dapat
menjadi subjek dari pembangunan tersebut, sehiteggpantuk LKM dan KSM
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Aspirasi yang dpskan masyarakat dari
tingkat RT kemudian disampaikan pada forum di Ddgsadibahas menjadi skala
prioritas yang tertuang didalam PJM Pronangkisrépeanaan jangka menengah
program penanggulangan kemiskinan) dalam pembanguiidaerahnya dan
aspirasi inilah yang akan menjadi faktor dominamiptanya masyarakat yang
peduli dalam pembangunan. Sama halnya denganadaayang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, yanga nraemberikan
kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dandgemg jawab. Pemberian
kewenangan tersebut membuka peluang kepada dagalelasa mengatur dan
melaksakan fungsi-fungsinya atas prakarsa sendigrdasarkan dengan
kepentingan serta preferensi publik setempat déenpodaerah.
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2. Pelaksanaan Kegiatan Pada Bidang Ekonomi

Pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi ini mkanppelaksanaan
kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keterampildalam rangka
menunjang pendapatan. Dalam hal ini, yang dimaketetampilan adalah bahwa
setiap masyarakat/warga pasti memiliki potensi gtamampuan yang ada
didalam dirinya masing-masing. Akan tetapi yang jadinfaktor utama tidak
tergalinya potensi atau kemampuan yang dimilikhateasyarakat tersebut adalah
tidak adanya biaya atau modal yang dapat menurpatensi atau kemampuan
yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi inRMNVIPD di Desa
Pulau Sapi ini lebih mengarah kepada kegiatan ya@dentuk pemberian
pinjaman dana secara berkelompok untuk mengembangkaha baru serta
menambah modal usaha yang telah ada. Melalui leegjéda bidang ekonomi
tersebut diharapkan bahwa nantinya masyarakat yerggmdapatkan atau
menerima bantuan modal tersebut dapat lebih meamdkialitas sumberdaya
manusia atau potensi yang dimilikinya untuk menkppada kesejahteraan
kehidupan.

Dalam hal ini ketua KSM harus bertanggung jawabupeterhadap dana
bergulir yang telah diberikan tersebut. Karena &é6&M merupakan pelaksana
dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ldarswntuk didanai oleh
LKM melalui berbagai dana yang mampu untuk digalatgu diterima guna
terlaksana dan berjalanya program kegiatan dangulredi Desa Pulau Sapi
yang sudah pasti tujuan utamanya adalah pengembamgdal usaha ekonomi.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Faktor Internal

Kualitas sumber daya manusia dan tehnologi yanglikinoleh LKM
(lembaga keswadayaan masyarakat) yang ada di Ddaa Bapi dan sebagai
faktor internal pada umunya sudah tergolong culaig. Hal ini dilihat dari latar
belakang pendidikan dari para anggota LKM bervagatara lain adalah lulusan
SMA, dan S1.

Dalam hal ini bisa dikatakan kualitas sumber daymusia yang dimiliki
LKM Kelurahan Tanjung Selor Timur sudah cukup baiktuk dapat menjadi
perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspitasiwsulan dari masyarakat
setempat. Tetapi sebenarnya yang menjadi masaah ddalah bahwa diantara
anggota LKM ini ada oknum-oknum yang menyelewengkepercayaan yang
diberikan kepada mereka. Sebagai contoh misalngaksetika LKM melakukan
pendataan kepada warga miskin, ada oknum dari L&isebut yang secara tidak
langsung mendata dan mengikutsertakan keluargakengr@ng dalam hal ini
masih bisa dikatakan mampu memenuhi kebutuhan hydupDengan melihat
keadaan tersebut, fasilitator PNPM Mandiri beseajgaratur Desa yang
merupakan pendamping untuk berjalannya programeliats dapat secara
langsung memberikan bimbingan dan melakukan eviehgms hal tersebut tidak
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selalu terjadi selama berjalannya program PNPM Mawll Desa Pulau Sapi
Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Pulau Sagisyarakat
terlibat baik secara langsung maupun tidak langsiagyarakat berhak untuk
menentukan sendiri program dan kegiatan yang degesiunjang pelaksanaan
terhadap penanggulangan kemiskinan, sehingga naksyardapat bersama
membangun kemandirian dalam pengembangan lingkyngan ekonomi
didalam masyarakat dengan pemerintahan daerahedampok peduli setempat
yang secara representatif, mengakar dan kondugif prerkembangan modal
sosial (social capital) masyarakat dimasa mendatang

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan prqugarbangunan
yang menggunakan pendekatan berbasis pemberdagpadakmasyarakat dalam
penanggulangan kemiskinan. Dengan semakin menimgkatola pemberdayaan
pada masyarakat,secara tidak langsung akan mempbandaalitas kehidupan
masyarakat yaitu meningkatnya tingkat perekonomidan peningkatan
kesejatraan masyarakat.

Salah satu bentuk pemberdayaaanya adalah masydibbatkan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dari PNPM Magditu mencakup bidang
lingkungan, dan bidang sosial melalui Lembaga Keswyaan Masyarakat
(LKM) beserta pemerintahan daerah. Namun tidak semasyarakat terlibat dan
masuk kedalam kepengurusan LKM. Partisipasi ataerldgatan masyarakat
disini sebagai inisiator, pelaksanaan kegiatan ngdihngkungan, dan bidang
ekonomi dilaksanakan bersama oleh LKM beserta makst berdasarkan pada
keinginan dan usulan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan badasssipasi masyarakat
dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalamkBaftean Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedasaan (PNPM-M&d&lam rangka
pembangunan dan peningkatan kesejatraan masyamak@tada di Desa Pulau
Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

Penutup

Adapun kesimpulan dari skripsi yang berjudul Inmpdstasi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dvardi Desa Pulau
Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau yaitu :

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan MaslyMakdiri (PNPM
Mandiri) di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarangiknidabupaten Malinau
pada kegiatan yang mencakup bidang lingkungan, dkanomi dalam
pelaksanaanya sudah dapat berjalan dan terlaksangan baik. Hal ini dapat
dilihat melalui kegiatan dari pelaksanaan PNPM Mar@dedesaan yang telah
sesuai dengan usulan dan kebutuhan masyarakatnyg skengan terlaksananya
program tersebut, maka proses pemberdayaan sudalabedengan baik yang
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akan mempengaruhi tingkat kesejatraan masyarakfagesemakin meningkatnya
tingkat perekonomian dan perkenbangan kemandiriasyanakat di Desa Pulau
Sapi.

Adapun dalam skripsi ini, peneliti akan menyampaikeeberapa saran
yang berguna dan dapat dijadikan segai bahan prtigan untuk pelaksaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ManditP{i) Mandiri di Desa
Pulau Sapi Kecamatan Mentarang khususnya Kabupédénau pada umumnya.
Baik yang bermanfaat bagi pemerintah maupun malsyasebagai objek untuk
kesejatraan masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM iMangng
merupakan program penanggulangan kemiskinan  yangrbagiskan
pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkaesejakteraan
masyarakat, hendaknya dapa¢lakukan pengawasamng bertujuan agar tidak
ada lagi oknom-oknum dari LKM yang menyalahgunakkepercayaan dan
tanggung jawabnya. Serta kegiatan-kegiatan yangkalten dengan
pemberdayaan masyarakat agar dapat ditambah gumdangun kemandirian
masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan sk Palau Sapi khususnya
dan di Indonesia pada umumnya. Untuk Angaran atma grogram tersebut,
harus semakin meningkat. Hal ini disebabkan semagpatnya pertumbuhan
penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan ekopawfa masyarakat yang
sangat mempengaruhi tingkat perekonomian dan kessjamasyarakat.
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